KELEMBAGAAN KOPERASI

(Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I
Nomor 10/Per.M.KUKM/IX/2015, tanggal 23 September 2015}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER|I KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa untuk meningkatkan status kelembagaan
dan tertib administrasi badan hukum koperasi
sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian dan ketentuan Pasal 9
ayat (1), ayat (2), dan lampiran huruf q Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemer-
intahan Daerah, periu dilakukan penyempurnaan
sistem dan prosedur pembentukan, pengesahan
akta pendirian, perubahan anggaran dasar, peng-
gabungan, pembagian dan peleburan serta pem-
bubaran koperasi agar dapat memberikan kepas-
tian hukum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Per-
aturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia tentang Kelem-
bagaan Koperasi.

Mengingat :

i

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1992 Nomor116, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
55687);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 ten-
tang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta

Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koper- .

asi {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1894 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Re-
publik Indonesia nomor 3540);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1294
tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1924 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3549);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 ten-
tang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
oleh Kaperasi {Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian
Negara;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62
Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor
98/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris seb-
agai Pembuat Akta Koperasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTER! KOPERASI DAN USAHA KE-
CIL BAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TEN-
TANG KELEMBAGAAN KOPERASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

dengan:

1

Koperasi adalah badan usabha yang beranggot-
akan orang-seorang atau badan hukum koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan eko-
nomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluar-
gaan.




2.

11.

12.
13.

14.
' jadi dua koperasi atau lebih.

Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian peri-
katan pembentukan badan hukum koperasi yang
dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditan-
datangani dihadapan Notaris Pembuat Akta Ko-
perasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi
yang memuat anggaran dasar.

. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis

sebagai dasar pengelolaan koperasi yang disusun
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang di-
tunjuk oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah sebagai pejabat yang berwenang un-
tuk dan atas nama Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah memberikan pengesahan
akta pendirian dan perubahan anggaran dasar
serta pembubaran koperasi.

MNotaris adalah Notaris yang telah ditetapkan atau
terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koper-
asi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah.

Pendiri adalah orang-orang atau beberapa kop-
erasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan
dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir
dalam rapat pembentukan.

Kuasa Pendiri adalah beberapa orang yang diberi
kuasa oleh para pendiri untuk menandatangani
akta pendirian dan sekaligus ditunjuk untuk per-
tama kalinya sebagai Pengurus dan/atau-penga-
was Koperasi.

Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan
oleh dan beranggotakan orang-seorang.

Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan
oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.

. Berita acara rapat adalah risalah rapat yang disu-

sun secara teratur dan rapi serta ditandatangani
oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, yang dimak-
sudkan sebagai alat bukti tertulis.

Notulen rapat adalah laporan mengenai jalannya
rapat yang disusun secara teratur danrapi ditan-
datangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris
rapat atau salah seorang peserta rapat, sehingga
mengikat dan merupakan dokumen resmi.
Penggabungan adalah bergabungnya satu kop-
erasi atau lebih dengan koperasi lain. '
Peleburan adalah penyatuan dua koperasi atau
lebih, menjadi satu koperasi. .

Pembagian adalah dibaginya satu koperasi men-

15. Pembubaran adalahberakhirnya berdirinya kop-

16.

erasi yang ditandai dengan diterbitkannya surat
keputusan pembubaran koperasi oleh Menteri
dan dilmumkan dalam Lembaran Berita Negara
Republik Indonesia.

Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil

dan Meﬁfengah.

BAB I
TUJUAN
Pasal 2
Tujuan .disusunnya Peraturan Menteri ini

adalah untuk memberikan pedoman mengenai pem-
bentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan
anggaran dasar, penggabungan, peleburan dan pem-
bagian serta pembubaran koperasi kepada:

a.

(1)

(2)

para pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah;

para pejabat yang membina dan mengawasi
perkoperasian di Propinsi dan di Kabupaten/Kota;
Notaris pembuat Akta Koperasi;

gerakan koperasi; dan

masyarakat.
BAB Il
PEMBENTUKAN KOPERASI
Pasal 3

Sekelompok orang yang akan membentuk kop-

erasi wajib memahami:

a. pengertian, nilaidan prinsip koperasi;

b. azas kekeluargaan;

¢. prinsip badan hukum; dan

d. prinsip modal sendiri atau ekuitas.

Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat

sebagai berikut:

a. Koperasi Primer dibentuk dan didirikan oleh
paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang
mempunyai kegiatan dan kepentingan eko-
nomi yang sama,

b. Koperasi Sekunder dibentuk dan didirikan oleh
paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi;

c. Pendiri Koperasi Primer sebagaimana dimak-
sud pada huruf a adalah warga negara Indene-
sia, mampu melakukan perbuatan hukum dan
memiliki kegiatan ekonomi yang sama;

d. Pendiri Koperasi Sekunder adalah pengurus
koperasi yang diberi kuasa dari masing-mas-
ing koperasi untuk menghadiri rapat pemben-
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH I

tukan Koperasi Sekunder; >
e. Nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3
(tiga) kata;

f. Melaksanakan kegiatan usaha yang langsung
memberi manfaat secara ekonomis kepada
anggota;

g. Mengelompokkan usaha koperasi menjadi
usaha utama, usaha pendukung dan usaha
tambahan yang dicantumkan dalam anggaran
dasar;

h. Para pendiri menyetorkan modal sendiri yang
terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wa-
jib sebagai modal awal untuk melaksanakan
kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebu-
tuhan yang diputuskan oleh rapat pendirian
koperasi.

Pasal 4
Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan
pembentukan koperasi yang membahas semua
hal yang berkaitan dengan :
a. rencana pembentukan koperasi
nama koperasi;
rancangan anggaran dasar koperasi;
usaha koperasi; .
besarnya simpanan pokok dan simpanan wa-
jib sebagi modal awal;
f. pemilihan pengurus; dan
g. pemilihan pengawas.
Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi di-
lakukan penyuluhan koperasi terlebih dahulu oleh
penyuluh perkoperasian baik dari instansi pemer-

B Py

intah maupun dari non pémerintah.

Dalam rapat pembentukan koperasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dihadiri
oleh Notaris yang terdaftar di Kementerian Kop-
erasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mencatat pokok-pokok hasil pembahasan yang
disepakati dalam rapat pendirian untuk dirumus-
kan dalam akta pendirian.

Pasal 5
Rapat pembentukan koperasi primer dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pendiri,
sedangkan rapat pembentukan koperasi sekunder
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan
hukum koperasi yang diwakiti pengurus yang

{2)

(3)

(4)

(5)

(1}
(2)

(3)

telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat
anggota koperasi.
Rapat pembentukan koperasi sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang atau
beberapa orang yang ditunjuk oleh para pendiri.
Rapat pémbentukan sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) menetapkan anggaran dasar koperasi.
Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) memuat sekurang-kurangnya:
a. daftar nama pendiri;
b. nama dan tempat kedudukan;
¢. jenis koperasi;
d. maksud dan tujuan;
e. jangka waktu berdirinya;
f. keanggotaan;
g. jumlah setoran simpanan pokok dan simpanari
wajib sebagai modal awal;
h. permodalan; ‘
i. rapat anggota;
pengurus;
k. pengawas;
péngelolaan dan pengendalian;
. bidang usaha;
pembagian sisa hasil usaha;
ketentuan mengenai pembubaran, penyelesa-
ian, dan hapusnya status badan hukum; dan
p. sanksi.
Hasil peiaksanaan Rapat Anggota pembentukar
koperasi dibuat dalam :
a. berita acara rapat pendirian koperasi; atau .
b. notulen rapat pendirian Koperasi.

@3 =

BAB 1V
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
Pasal 6
Para pendiri koperasi atau kuasanya mempersiap-
kan akta pendirian koperasi untuk digjukan kepa-
da Notaris.
Dalam penyusunan akta pendirian koperasi, para
pendiri atau kuasanya dapat berkonsultasi den-
gan ahli perkoperasian yang didampingi oleh No-
taris.
Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan
permohonan pengesahan akta pendirian koperasi
secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang
melalui Notaris.

Pasal 7




(1

(2)

{3}

Permohonan pengesahan Akta pendirian koperasi
diajukan kepada Menteri dengan melampirkan do-
kumen berupa:

a. surat keterangan persetujuan penggunaan
nama koperasi dari Pejabat;

b.. 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi, 1

{satu) diantaranya bermaterai cukup;

surat kuasa pendiri;

notulen rapat pembentukan koperasi;

berita acara rapat Pembentukan Koperasi;

~akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditan-

datangani oleh Notaris;

g. surat bukti jumlah setoran simpanan pokok
dan simpanan wajib sebagai modal awal;

h. surat keterangandomisili;

i. rencana kegiatan usaha koperasi mlnlmal <l
(tiga) tahun ke depan dan Rencana Anggaran
Belanla dan Pendapatan Koperasi; ‘dan

j. surat permohonan lzin Usaha Simpan Pinjam/
Unit Usaha Simpan Pinjam, bagi Koperasi
Simpan Pinjam atau Koperasi jenis lain yang
memiliki unit simpan pinjam.

‘Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi
Sekunder dilakukan dengan melampirkan doku-
men sebagaimana dimaksud pada ayaf (1) dan
ditambah dengan keputusan rapat anggota ma-
sing-masing koperasi tentang persetujuan pem-
bentukan koberasi sekunder, foto copy keputu-
san pengesahan Akta ‘Pendirian Koperasi pendiri,
serta surat kuasa dari koperasi.

Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) diterima oleh pejabat yang berwenang dan di-

berikan surat tanda terima.

- o ap

Pasal B
Pejabat yang berwenang melakukan peneli-

tian dan verifikasi terhadap dokumen permohonan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan jangka
waktu paling lama 1 {satu) bulan sejak permohonan
diterima.

Pasal 9
Pengesahan akta pendirian Koperasi seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3} ditetap-
kan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal permintaan pengesahan Akta
pendirian koperasi diterima secara lengkap.

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

‘ ‘Pasal 10

Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian
koperasi ditolak, keputusan penolakan serta ala-
sannya berikut berkas permintaannya disampai-
kan kembali secara tertulis kepada kuasa pendiri
dengan surat tercatat dalam jangka waktu pal-
ing lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
permintaan pengesahan Akta pendirian koperasi
diterima secara lengkap.

Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para
pendiri atau kuasanya dapat mengajukan per-
mintaan ulang pengesahan atas akta pendirian
koperasi, dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
pemberitahuan penolakan .dengan melampirkan
berkas-berkas sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 7 ayat {1) yang telah diperbaiki sesuai yang
disarankan dalam surat penolakan.

Pejabat yang berwenang memberikan tanda teri-
ma kepada kuasa pendiri yang mengajukan per-
mintaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).

Pejabat yang berwenang membenkan keputusan
terhadap permintaan ulang tersebut dalam jangka
waktu paling lambat 1 {satu) bulan terhltung se-
jak diterimanya permin'ta'an ulang pengesahan se-
cara lengkap.

Apabila permintaan ulang pengesahan terse
but disetujut,
pendirian disampaikan langsung kepada kuasa

maka keputusan pengesahan akta

pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
Apabila permintaan ulang pengesahan ditolak
maka keputusan penolakan bheserta alasannya
disampaikan kepada pendiri atau kuasanya me-
lalui Notaris dengan surat tercatat dalam jangka
waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung -sejak
keputusan penolakan ditetapkan.

Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut

merupakan keputusan akhir.

Pasal 11
Apabila pejabat yang berwenang tidak memberi-
kan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bu-
lan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau
1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 10
ayat (4), maka akta pendirian koperasi diberi-
kan pengesahan oleh pejabat yang berwenang
mengesahkan berdasarkan ketentuan Peraturan




(2}

(3)

(4)

(5)

(1)

2

(3)

(4)

(1

{2}

PENGUMUMAN

Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata
Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi.

Selama permintaan pengesahan akta pendman
koperasi masih dalam. proses, pengurus yang di-
tunjuk untuk pertama kali dapat melakukan keg-
iatan usaha atau tindakan hukum untuk kepentin-
gan calon anggota atau koperasi.

Setelah akta pendirian koperasi disahkan, Rapat
Anggota_ memutuskan untuk menerima atau me-
nolak tanggung jawab pengurus atas kegiatan
usaha atau tindakan hukum sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) sebagai tanggung jawab Kop-
erasi.

Apabila Rapat Anggota menerima, maka kegiatan
usaha atau tindakan hukum vang telah dilak-
sanakan pengurus menjadi tanggung jawab kop—
erasi.

Apabila Rapat Anggota menolak maka segala
akibat yang timbul dari kegiatan usaha atau tin-
dakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menjadl tanggung jawab pengurus baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 12

Koperasi memperoléh status badan hukum
setelah mendapat pengesahan oleh Menteri.
Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan
akta pendirian koperasi merupakan nomor dan
tanggal perolehan status badan hukum koperasi.
Nomor status badan hukum sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencan-
tumkan kode dengan huruf “BH”.

Dokumen Pengesahan Badan Hukum dan Surat
Izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Simpan ijam

‘'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

dibuat secara terpisah menjadi;

a. dokumen pengesahan: akta pendirian koperasi
sebagai Badan Hukum; dan

b. dokumen pengesahan izin Usaha Slmpan Pin-
jam/Unit Simpan Pinjam.

Pasal 13
Keputusan pengesahan akta pendirian koperasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dlhampun
oleh pejabat yang berwenang dan dicatat dalam
Buku Daftar Umum Koperasi.
Keputusan pengesahan sebagairﬁana dimaksud

/ PERATURAN PEMERINTAH

(3)

dalam Pasal 12 disampaikan secara langsung ke-
pada pendiri melalui Notaris.

Keputusan pengesahan akta pendirian koperasi
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) ditembus-
kan dan dikirim kepada Gubernur atau Bupati/Wa-
tikota.

BAB V
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR,

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PEMBAGIAN

(1)

(2)

(1)

{21

(3)

(4)

(1)

Bagian Kesatu
Perubahan Anggaran Dasar
~ Pasal 14

Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan

berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai den-

gan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar

koperasi, dilengkapi dengan: ,

a. Berita acara rapat anggota perubahan angga-
ran dasar yang dibuat dan ditandatangani aleh
Notaris; dan

b. Notulen rapat anggota perubahan angga-
ran dasar koperasi yang ditandatangani oleh
pimpinan rapat, sekretaris, salah seorang
peserta rapat dan Notaris, dengan melampir-
kan daftar hadir anggota yang terdaftar dalam
buku daftar anggota.

Perubahan anggaran dasar koperasi tidak dapaf

dilakukan apabila koperasi sedang dinyatakan

pailit,

"Pasal 15
Materi perubahan anggaran dasar koperasi dapat
menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepent-
ingan dan kebutuhan anggota.
Perubahan anggaran dasar koperasiyang menyangkut
perubahan bidang usahé, penggabungan, pembagian
koperasi wajib mendapat pengesahan dari Pejabat
yang berwenang.
Perubahan anggaran dasar koperasi yang tidak
menyangkut perubahan bidang usaha, peng-
gabungan pembagran koperasi cukup dilaporkan
secara tertulis knpada Pejabat vang berwsanang
Permohonan pengesahan perubahan anggaran
dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaju-
kan secara tertulis oleh Pengurus melalui Notaris.

. Pasal 16
Permohonan pengesahan perubahan anggaran




(2)

(3}

{1)

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

dasar koperasi yang menyangkut perubahan bi-

dang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 ayat (2) disampaikan oleh Notaris dengan

melampirkan:

a. 2 (dua) rangkap Anggaran Dasar Koperasi
yang telah diubah, bermaterai cukup;

b. Berita Acara Rapat, atau salinan pernyataan
keputusan rapat bermaterai yang ditandatan-
gani oleh pimpinan rapat dan diketahui Notar-
is;

¢. notulen rapat perubahan anggaran dasar;

d. akta perubahan anggaran dasar yang dibuat-
secara otentik oleh Notaris;

e. foto copy akta pendirian dan anggaran dasar
yang lama yang telah dilegalisir oleh Notaris;

f. daftar hadir rapat anggota perubahan angga-
ran dasar koperasi; dan

g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk
kelompok lapangan usaha (KLU).

.Perubahan bidang usaha koperasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahan
pola pelayanan dari konvensional- menjadi pola

pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi,

syari’ah.

Koperasi hanya dapat menerapkan 1 (satu) je-
nis pola pelayanan yaitu konvensicnal atau pola
pelayanan berdasarkan pr|n5|p prinsip ekonomi

‘syan ah.

Bagian Kedua
Penggabungan
Pasal 17

Permohonan pengesahan perubahan anggaran

dasar koperasi yang menerima penggabungan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat {2)

disampaikan oleh Notaris dengan melampirkan:

a. 2 (dua) rangkap salinan anggaran dasar kop-
erasi yang telah diubah, bermaterai cukup;

b. data akta pendirian dan perubahan anggaran
dasar koperasi hasil penggabungan;

c. berita acara rapat perubahan anggaran dasar
koperasi yang menerima penggabungan;

d. berita acara atau pernyataan keputusan rapat
anggota dari masing-masing koperasi yang
bergabung;

e. anggaran dasar asli darl masing-masing kop-
erasi yang bergabung; dan

f. neraca awal koperasi hasii penggabungan.

(2)

(3}

)

(5)

{1

(2)

(3)

(4)

{5)

Penggabungan koperasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} hanya dapat dilakukan oleh jenis
koperasi yang sama.

Koperasi yang akan melakukan penggabungan
harus mendapat persetujuan rapat anggota.
Koperasi yang menerima penggabungan wajib
melakukan perubahan Anggaran Dasar.
Terhadap .koperasi yang melakukan penggabun-
gan, Badan Hukum Koperasi hapus dan harus dil-
aporkan kepada Menteri.

Bagian Ketiga
Peleburan
Pasal 18
Selain perubahan anggaran dasar karena peng-
gabungan, 2 (dua) koperasi atau lebih dapat
melakukan peleburan menjadi satu badan hukum
koperasi baru.
Pengesahan akta pendirian koperasi baru se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) difakukan
sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud
dalam BAB IV Peraturan Menteri ini dengan dit-
ambah lampiran berupa:
a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi, dan
bermaterai cukup;
b. data akta pendirian dan anggaran dasar kop-
erasi hasil peleburan;
¢. berita acara rapat peleburan koperam
d. berita acara atau pernyataan keputusan rapat
anggota dari masing-masing koperasi yang
melakukan peleburan;
e. anggaran dasar asli dari masing-masing kop-
erasi yang dilebur; dan
f. neraca awal koperasi hasil peleburan.
Bentuk surat permohonan pengesahan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1).
Koperasi yang melakukan peleburan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus melakukan Rapat
Anggota untuk memperoleh persetujuan tentang
peleburan koperasi.
Koperasi yang melakukan peleburan, badan hu-
kum bubar atau hapus dan melaporkan kepada
Menteri.

Bagian Keempat
Pembagian
Pasal 19
Permohonan pengesahan perubahan anggaran




(2)

(3)
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dasar koperasi yang ményangkut pembagian seb-

agaimanadimaksud pada Pasal 15 ayat (2) disam-

paikan oleh Notaris dengan melampirkan:

a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi yang
telah diubah, bermaterai cukup untuk masing-
masing koperasi;

b. berita acara rapat anggota mengenai peruba-
han anggaran dasar koperasi yang dibagi;

C. neraca dari masing-masing koperasi yang
dibagi;

d. anggaran dasar asli koperasi yang dibagi;

e. notulen rapat anggota perubahan anggaran
dasar koperasi yang dibagi;

f. daftar hadir rapat anggota perubahan angga-
ran dasar pembagian koperasi;

g. anggota koperasi sebelum dibagi boleh men-
jadi anggota pada dua koperasi yang telah
dibagi; dan

h. nomor pokok wajib pajak koperasi yang diba-
gi.

Permohonan pengesahan perubahan anggaran

dasar pefnbagian koperasi éebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) diutamakan untuk meningkat-
kan status hukum kelembagaan unit simpan pin-

Jam,

Pembentukan koperasi hasil pembagian dilakukan

sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
Pejabat yang berwenang memberikan tanda

terima kepada pengurus koperasi atau kuasanya, apa-
bila surat permohonan dan lampiran vang diajukan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 16
ayat (1), Pasal 17 ayat {1) dan Pasal 18 ayat (1) telah
lengkap.

(m

(2)

{3)

Pasal 21

Pejabat yang berwenang mengesahkan peruba-
han anggaran dasar wajib melakukan penelitian
terhadap materi perubahan anggaran dasar.

Materi perubahan anggaran dasar koperasi tidak
boleh bertentangan dengan Undang-Undang ten-
tang Perkoperasian dan peraturan pelaksananya,
Apabita materi perubahan anggaran dasar koper-
asi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-
undang tentang Perkoperasian, dan peraturan
pelaksananya, maka pejabat vang berwenang
mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Kop-

(4)

(5)

(1

{2)

(3)

(4)

(1)

(2}

(3)

(1m

erasi dengan surat keputusan pejabat.
Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi
harus ditetapkandalam jangka waktu paling lama
1 (satu} bulan terhitung sejak diterimanya pen-
gajuan permintaan secara lengkap.

Keputusan pengesahan beserta perubahan angg-
aran dasar koperasi yang bermaterai disampaikan
kepada pengurus koperasi atau kuasanya dengan
surat tercatat dalam jangka waktu pafing lama 7
{tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesa-
han ditetapkan, sedangkan yang tidak bermaterai
disimpan oleh pejabat sebagai pertinggal.

Pasal 22

.Permohonan pengesahan perubahan anggaran

dasar koperasi yang melakukan -pembagian ko-
perasi, diajukan sekaligus dengan permintaan
pengesahan akta pendirian koperasi baru hasil
pembagian, dan keputusan pengesahannya di-
berikan dalam waktu yang bersamaan.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dicatat dalam Buku Daftar Umum.

Keputusan pengesahan perubahan anggaran
dasar koperasi diterbitkan oleh Pejabat yang ber-
wenang.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditembuskan dan dikirim kepada Gubernur dan
Bupati/Walikota.

Pasal 23
Keputusan pengesahan perubahan anggaran
dasar koperasi tidak merubah nomor dan tanggal
badan hukum Keperasi yang telah dikeluarkan.
Nomor keputusan pengesahan perubahan angga-
ran dasar koperasi dengan mencantumkan kode
PAD,
Dalam hal koperasi melakukan perubahan angga-
ran dasar lebih dari 1 (satu) kali, harus mencan-
tumkan kode huruf PAD. 2 dan seterusnya.

Pasal 24

Dalam hal permohonan pengesahan perubahan

- anggaran dasar koperasi ditolak, maka keputusan

penolakan beserta alasannya disampaikan secara
tertulis kepada pengurus koperasi atau kuasanya
dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya
pengajuan permintaan pengesahan perubahan




anggaran dasar koperasi secara lengkap. Apa-
bila permintaan pengesahan perubahan angga-
ran dasar ditolak, maka anggaran dasar koperasi
yang lama tetap berlaku.

(2) Dalam hai pejabat yang berwenang tidak mem-
berikan keputusan dalam jangka waktu 1 {satu)
bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (4) atau Pasal 21 ayat (3), maka pengesa-
han perubahan anggaran dasar koperasi diberikan
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Perubahan Anggaran Dasar Yang Dilaporkan
Pasal 25

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang ti-
dak menyangkut bidang usaha, penggabungan, pele-
buran, dan pembagian koperasi tidak memerlukan
pengesahan dari pejabat yang berwenang dengan ke-
tentuan sebagai berikut:

a, - ditetapkan dengan keputusan rapat anggota ko-
perasi.sésuai ketentuan di dalam anggaran dasar
koperasi; ,

b. Berita acara rapat perubahan anggaran dasar dan
notulen rapat perubahan anggaran dasarrdan daf-
tar hadir anggota wajib dilaporkan kepada pejabat
yang berwenang oleh pengurus koperasi paling
lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan Anggaran
Dasar dilakukan;

c. Pejabat yang berwenang menerima dan mencatat
serta memberikan surat keterangan Iapdr kepada
Pengurus paling jambat 2 (dua) minggu setelah
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (3) diterima; ,

d. Pengurus koperasi wajib mengumumkan peruba-
han anggaran dasar koperasi tersebut dalam me-
dia massa paling lambat dalam jangka waktu 2
{(dua) bulan sejak perubahan dilakukan;

e. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada hurut
d ditakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali den-
gan tenggang waktu paling lama 45 {empat puluh
lima) hari; ]

f. Apabila pengurus koperasi tidak melakukan ke-

. wajiban sebagaimana dimaksud pada huruf d dan
huruf e, maka perubahan anggaran dasar kopera-
si tidak mengikat pihak lain yang berkepentingan
dengan koperasi;.

g. Akibat yang timbul karena tidak dilakukan kewa-

' jiban sebagaimana dimaksud pada huruf f men-

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

jadi tanggung jawab pengurus koperasi;

h. Pejabat yang berwenang, fnen\yimpan laporan
keputusan rapat anggota tentang perubahan ang-
garan dasar koperasi tersebut dalam bundel arsip
surat lapor dan persetujuan perubahan anggaran
dasar koperasi yang bersangkutan; dan

i.  Apabila terjadi perbedaan antara yang dilaporkan
kepada pejabat yang berwenang dengan yang
ada di koperasi, maka yang dianggap sah adalah
yang ada di pejabat yang berwenang.

BAB VI
PEMBUBARAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 26
Pembubaran Koperasi dapat dilakukan:
a. oleh anggota berdasarkan keputusan Rapat Ang-
gota;
b. jangka waktu berdirinya telah berakhir;
oleh Pemerintah; dan/atau
d. tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.

Bagian Kedua
Pembubaran Koperasi Oleh Anggota
Pasal 27
Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada
Rapat Anggota oleh Anggota yang mewakili paling
sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota.

Pasal 28
(1) Undangan Rapat Anggota dalam rangka Pem-
" bubaran Koperasi dikirim oleh Pengurus paling
lama 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Ang-
gota diselenggarakan. i
(2) Rapat Anggota dalam rangka Pembubaran Kop-
erasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diang-
gap sah apabila sudah mencapai kuorum yang
dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat)
jumlah Anggota.

Pasal 29
{1) Keputusan Rapat Anggota tentang Pembubaran
Koperasi dianggap sah apabila disetujui oleh pal-
ing sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara
yang sah. ‘
(2) Keputusan Rapat Anggota sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1} diberitahukan secara tertulis




(3)

{4}

(1

{2)

(3)

khir
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oleh kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan
semua Kreditur.

Pembubaran Koperasi oleh rapat anggota dilapor-
kan kepada Menteri.

Pembubaran Koperasi dicatat dalam Buku Daftar
Umum Koperasi.

Bagian Ketiga

Pembubaran Koperasi Karena Jangka Waktu

Berdirinya Telah Berakhir

Pasal 30

Koperasi yang jangka waktu berdiri telah bera-
khir sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar,
dapat mengajukan permohonan perpanjangan
atau membubarkan diri melalui Rapat Anggota.
Dalam hal koperasi mengajukan permohonan per-
panjangan jangka waktu berdiri, koperasi harus
melaporkan kepada pejabat yang berwenang pal-
ing lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan
rapat anggota.
Pejabat yang berwenang mencatat dan menerbit-
kan keputusan perpanjangan jangka waktu berdiri
koperasi paling lama 3 (tiga) bulan

Pasal 31
Bagi koperasi yang jangka waktu telah bera-
dan tidak melakukan perpanjangan sesuai ang-

garan dasar koperasi dinyatakan bubar dengan send-
irinya dan harus melaporkan kepada pejabat yang
berwenang

bila:
a

Bagian Keempat
Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah
Pasal 32

Menteri dapat membubarkan Koperasi apa-

Koperasi tidak memenuhi ketentuanldalam Un-
dang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian dan/atau tidak melaksanakan ke-
tentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang
bersangkutan;

kegiatan koperasi bertentangan dengan ketert-
iban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
mempuntai kekuatan hukumtetap;

Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan
p‘engadilan yang telah kekuatan hukumtetap;
tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan selama

(1

(2}

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

3 (tiga} tahun berturut-turut; dan/atau
Koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara

nyata selama {dua) tahun berturut-turut terhitung
sejak tanggal pengesahan akta pendirian kopera-
si.

Pasal 33
Sebelum mengeluarkan keputusan Pembubaran

Koperasi, Menteri menyampaikan secara tertulis .
dengan surat tercatat mengenai rencana pem- |

bubaran Koperasi kepada Pengurus.

Dalam hal Pengurus Koperasi tidak diketahui al-
amatnya, Menteri menyampaikan surat pemberi-
tahuan rencana pembubaran Koperasi kepad:
anggota Koperasi yang masih ada.

-Dalam hal anggota Koperasi tidak diketahui al-

amatnya, Menteri mengumumkan
pembubaran Koperasi dengan menempelkar:
surat pemberitahuan rencana pembubaran Kop-
erasi pada papan pengumuman di lokasi tempat
kedudukan Koperasi,

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat dilakukan pada media cetak maupun
media elektronik dan media lainnya.

rencanée

Pasal 34

Pengurus atau Anggota dapat mengajukan surat
keberatan terhadap rencana pembubaran disertai
dengan alasan, dalam jangka waktu paling lama
2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
surat pemberitahuan rencana pembubaran.
Dalam hal tidak ada pernyataan keberatan yang
diajukan oleh Pengurus dan Anggota Koperasi,
Menteri mengeluarkan Keputusan Pembubaran
Koperasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat
pemberitahuan rencana pembubaran oleh Pemer-
intah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 35
Pernyataan keberatan sebagaimana diamksud
dalam Pasal 34 ayat (1) diajukan secara tertu-
lis dengan surat tercatat kepada Menteri, dengan
menguraikan secara jelas alasan yang menjadi
dasar keberatan.
Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri dengan:
a. laporan pertanggungjawaban pengurus dan




(3)

(4)

(5}

pengawas dalam rapat anggota tahunan
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun buku tera-
khir;

b. laporan hasil pemeriksaan kantor akuntan
publik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
buku terakhir; dan

c. SPT PPH Badan atas nama koperasi 2 (dua)
tahun buku terakhir.

Menteri wajib memutuskan untuk menerima atau
menolak keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (1) dalam jangka waktu paling lam-
bat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
diterimanya pengajuan keberatan secara tertulis
dan tercatat.
Dalam hal Menteri menolak keberatan yang diaju-
kan oleh Pengurus atau Anggota sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 34 ayat (1), Menteri menge-
luarkan Keputusan Pembubaran Koperasi berikut
alasan penolakan dalam jangka waktu. paling lam-
bat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
keputusan untuk menclak keberatan ditetapkan.

Keputusan Menteri untuk menerima atau meno-

Jak keberatan yang diajukan merupakan putusan

akhir.

Pasal 36
Dalam hal Menteri tidak mengeluarkan Kepu-

tusan Pembubaran Koperasi dalam jangka waktu seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), rencana
pembubaran Koperasi dinyatakan batal demi hukum.

(1)

(2)

Pasal 37
Menteri menyampaikan Keputusan Pembubaran
Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat
kepada Pengurus atau anggota Koperasi dalam
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputu-
san Pembubaran Koperasi
Dalam hal Pengurus atau Anggota Koperasi ti-
dak diketahui alamatnya, Menteri mengumumkan
mengenai pembubararn Koperasi dengan menem-
pelkan Keputusan Pembubaran Koperasi pada
papan pengumuman di tempat kedudukan Kop-
erasi, pengumuman di media cetak, maupun me-
dia elektronik atau media lainnya dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

(1)

{2)

(3)

(4)

{9)

(6)

7)

(1

(2}

Penyelesaian
Paragraf 1
Tim Penyelesai
Pasal 38

Untuk penyelesaian pembubaran Koperasi harus

dibentuk Tim Penyelesai.

Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) terdiri dari:

a. Tim Penyelesai pembubaran Koperasi ber-
dasarkan keputusan Rapat Anggota;

b. Tim Penyelesai pembubaran Koperasi ber-
dasarkan berakhirnya jangka waktu berdirinya
Koperasi;

c. Tim Penyelesai pembubaran Koperasi ber-
dasarkan Keputusan Menteri; atau

Anggota Tim Penyelesai mempunyai standar Ku-

rator.

Tim penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a dan huruf'b, ditunjuk berdasarkan kua-

sa Rapat Anggota.

Tim penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat

{2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Men-

teri.

Penunjukan anggota Tim Penyelesai oleh Menteri

untuk melakukan penyelesaian pembubaran Kop-

erasi dilakukan sekaligus dalam Keputusan Pem-
bubaran Koperasi.

Selama dalam proses penyelesaian, koperasi

tersebut tetap ada dengan sebutan “Koperasi

dalam penyelesaian®”.

Pasal 39

Tim Penyelesai mempunyai tugas:

a. melakukan pencatatan dan penyusunan infor-
masi tentang kekayaan dan kewajiban Kop-
erasi;

b. mengumpulkan segala keterangan yang diper-
lukan; ’

¢. menyelesaikan hak dan kewajiban Koperasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan;

d. membuat berita acara penyelesaian dan lapo-
ran kepada Menteri; dan

e. mengajukan permohonan untuk diumumkan
dalam Berita Negara Repubilik Indonesia.

Tim Penyelesai mempunyal wewenang:

a. melakukan segala perbuatan hukum untuk
dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian;

33




(1)

(2)

(3)

{2}

(3)

PENGUM

b. memanggil Pengawas, Pengurus, dan anggota
terutama yang diperlukan baik sendiri-sendjiri
maupun bersama-sama:

¢. memeriksa dan menggunakan segala catatan
dan arsip Koperasi:

d. menginventarisasi kondisi harta kekayaan ko-
perasi;

€. menjual aset-aset Koperasi;

f. menetapkan dan melaksanakan pembayaran
kewajiban kop;erasi yang didahulukan, ber-
dasarkan  peraturan perundang-undangan
yang berlaku; dan

9. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk
dikembalikan kepada anggota,

Pasal 40
Dalam pelaksanaan tugas Tim Penyelesai wajib
bertindak secara jujur dan taliti sesuai dengan ke-

. ahliannya, serta mendahulukan kepentingan pe-

nyelesaian pembubaran Koperasi,

Tim Penyelesai wajib menyelesaikan tugasnya
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam
Keputusan Pembubaran Koperasi, tetapi tidak
lebih lama dari 2 (dua) tahun terhitung sejak
tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran
Koperasi. i

Dalam hal Tim Penyelesai tidak dapat mejak-
sanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

'(2), Menteri dapat mengganti Tim Penyelesai.

Pasal 41
Tim penyelesai membuat berita acara mengenai
pelaksanaan seluruh tugasnya.
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan kepada Menteri sebagai per-
tanggungjawaban pelaksanaan tugas penyelesa-
ian pembubaran Koperasi. :
Penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), penyelesaian pembubaran Kopera
si selesai dan tanggung jawab pelaksanaan peny-
elesaian pembubaran Koperasi menjadi tanggung
jJawab Menteri,

Paragraf 2

Anggaran Bagi Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi

Oleh Pemerintah
Pasal 42

(1} Seluruh biaya dan/atau pengeluaran yang secara
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(2)

(3)

(4)

(1),

{2)

(3)

(4)

(1)

wajar diperlukan oleh Tim Penyslesai dalam rang-
ka pelaksanaan penyelesaian pembubaran Kop-
erasi oleh Pemerintah menjadi beban anggaran
Kementerian yang membidangi Koperasi.

Dalam hal terdapat sisa hasil penyelesaian, Men-
teri dapat menetapkan upah Tim Penyelesai dibe-
bankan pada Koperasi paling tinggi sebesar 50%
{lima puluh persen) dari besarnya upah Tim Pery-
elesai. !

Besarnya upah Tim Penyelesai yang dibebankan
pada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} paling tinggi 5% {lima persen) dari jumiah ke-
seluruhan sisa hasil penyelesaian,

Menteri menetapkan besarnya upah Tim Peny-
elesaij berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan
penyelesaian pembubaran, kebutuhan yang ada
serta kondisi Koperasi yang dibubarkan.

Paragraf 3
Pemberitahuan Kepada Kreditur

Pasal 43
Atas nama Menteri, Tim Penyelesai memberitz-
hukan mengenai pembubaran Koperasi secara
tertulis dengan surat tercatat kepada kreditor
Koperasi dalam jangka waktu paling lambat 14
{empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikelu-
arkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.
Dalam hal alamat Kreditur Koperasi tidak dik-.
etahui, maka pembubaran Koperasi diumumkar
secara luas dengan mené‘mpelkan Keputusar
pembubaran Koparasi pada papan pengumuman,
media cetak, media elektronik, atau media lain-
nya dengan memperhatikan jangka waktu seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1}.
Pengumuman pembubaran Koperasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama proses
penyelesafan pémbubéran berlangsung.

Surat pemberitahuan atau pengumuman  seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
paling sedikit memuat nama dan alamat Tim Pe-
nyeiesai.

Pasal 44
Kreditor yang menerima surat pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)
dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai
dalam jangka waktu paling lambat 90 {sembilan
puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya
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surat pemberitahuan dengan menunjukkan bukti
yang sah.

{(2) Kreditor yang mengetahui pembubaran Koperasi
melalui papan pengumuman, media cetak, me-
dia elektronik,atau media lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2} dapat men-
gajukan tagihan keépada Tim Penyelesai selama
penyelesaian pembubaran masih berlangsung.

Bagian Keenam
Pendelegasian Pengesahan Akta Pendirian,Perubahan
Anggaran Dasar, Penggabungan, Peleburan,
Pembagian dan Pembubaran Koperasi
Pasal 45
{1} Menteri mendelegasikan pengesahan Akta
Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, Peng-
gabungan,” Peleburan, Pembagian danPembuba-
ran Koperasi kepada Deputi Bidang Kelembagaan.
(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan dengan sistem elektronik.

Bagian Ketujuh
Pengumuman Dalam Lembaran Berita Negara Dan
Tambahan Lembaran Berita Negara
Pasal 46

(1) Menteri mengumumkan keputusan pengesahan
akta pendirian koperasi, perubahan anggaran
dasar yang terkait dengan bidang usaha, peng-
gabungan, peleburan, pembagian dan pembuba-
ran koperasi dalam Berita Negara.

(2) Pengurus atau yang diberi kuasa oleh koperasi
melalui Notaris mengumumkan anggaran dasar
atau perubahan anggaran dasar sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) di dalam Tambahan Lem-
baran Berita Negara.

BAB VIl
KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 47
(1) Anggota Koperasi Primer adalah setiap warga
Negara Indonesia yang mampu melakukan tin-
dakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi
yang sama dengan sesama anggota lain.
{2) Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang
sudah berbadan hukum koperasi dan memiliki ke-
pentingan ekonomi yang sama.

{3) Setiap anggota koperasi adalah pemilik dan seka-
ligus pengguna jasa koperasi.

Bagian Kedua
Calon Anggota
Pasal 48

{1) Calon anggota adalah orang seorang atau Badan |

Hukum Koperasi yang telah menerima pelayanan
dari koperasi, tetapi belum memenuhi semua per-
syaratan sebagai anggota koperasi yang ditetap-
kan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Koperasi.

(2) Calon anggota sebagai pengguna jasa tetapi bu-
kan sebagai pemilik koperasi.

(3) Calon anggota memiliki hak bicara untuk me-
nyampaikan pendapat atau saran, tetapi tidak
memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan
serta tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih
sebagai pengurus atau pengawas.

{4) Calon anggota memperoleh pelayanan yang sama
dengan anggota dari koperasinya.

Pasal 49

(1) Calon anggota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 merupakan calon anggota pada Koper-
asi Simpan Pinjam berdasarkan peraturan perun-
dang-undangan.

{2) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah melunasi
simpanan pokok dan simpanan waijib menjadi anggota.

Bagian Kedua
Anggota Luar Biasa
Pasal 50

(1} Warga Negara Indonesia dan Warga Negara As-
ingmaupun masyarakat yang ingin mendapat
pelayanan dan menjadi anggota Koperasi dan
tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan seb-
agaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga, dapat diterima sehagai
anggota luar biasa atau Anggota Belum Penuh.

(2) Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh
mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai
hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih seb-
agai pengurus dan pengawas.

(3) Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh
berhak atas sisa hasil usaha sesuai dengan kepu-
tusan Rapat Anggota.

5




(4)

(1)

(2)
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Ketentuan mengenai Anggota Luar Biasa atau
Anggota Belum Penuh harus dicantumkan dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Koperasi.

Bagian Ketiga
Syarat Keanggotaan
Pasal 51

Untuk dapat menjadi anggota koperasi primer,

seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a.- Warga Negara Indonesia;

b. mampu melakukan perbuatan hukum;

c.» mempunyai kepentingan ekonomi yang sama
dalam lingkup usaha koperasi

d. telah melunasi simpanan pokok;
menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga Koperasi yang bersangkutan;

f.  telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan
telah menandatangani atau membubuhkan
cap jempol buku daftar anggota;dan

g. daftar anggota dapat dibuat dalam bentuk
elektronik, dengan tetap melengkapi doku-
men permohconan menjadi anggota yang di-
tandatangani atau dibubuhi cap jempol.

Untuk dapat henjadi anggota Koperasi Sekunder,

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. telah berbadan hukum:

b. mampu melakukan tindakan hukum;

c. mempunyai kepentingan ekonomi yang sama
dalam lingkup usaha koperasi sekunder;

d. telah melunasi simpanan pokok:;
menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga koperasi sekunder yang bersangku-
tan; i

f. telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan
telah menéndatangani atau membubuhkan
cap jempol pada buku daftar anggota; dan

g. daftar anggota dapat dibuat dalam bentuk
elektronik, dengan tetap melengkapi doku-
men permohonan menjadi anggota yang di-
tandatangani atau dibubuhi cap iempol.

Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota
Pasal 52

(1) Keanggotaan koperasi berakhir bilamana Anggota

vang bersangkutan:

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

minta berhenti atas permintaan sendiri:

diberhentikan oleh Pengurus;

meninggal dunia; dan/atau

koperasi bubar.

Dalam hal Anggoté berhenti atas permintaaan

sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur-

uf a, maka:

a. Anggota tersebut wajib mengajukan surat
pengunduran diri yang ditujukan kepada Pen-
gurus Koperasi; dan

b. Pengurus mengabulkan pengunduran diri
tersebut setelah hak dan kewajiban disele-
saikan. E

Anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaima-

na dimaksud pada ayat (1} huruf b apabila:

a. tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotz-
an sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar:

b. mencemarkan nama baik koperasi: dan/atau

¢. merugikan koperasi.

Apabila Anggota koperasi meninggal dunia, maka

secara otomatis keanggotaan berakhir.

Hak dan kewajiban anggota koperasi yang me-

ninggal dunia dapat beralih kepada ahli warisnya

yang sah apabila ahli waris diterima menjadi ang-
gota yang memenuhi syarat sebagaimana diten-
tukan dalam Anggaran Dasar.

Apabila koperasi bubar, maka keanggotaan kop-

erasi tersebut berakhir.

Pengaturan tentang tata cara pemberhentian ang-

gota harus ditetapkan dalam Anggaran Dasar/

Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

oo oo

‘ Pasal 53

Pengurus koperasi dapat memberhentikan Ang
gota untuk sementara waktu dengan mengelu-
arkan keputusan pemberhentian sementara dar
Penghrus harus mempertanggungjawabkannyz
kepada Rapat Anggota.

Anggota yang diberhentikan oleh pengurus se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat men-
gajukan keberatan atau pembelaaan dalam Rapat
Anggota berikutnya. '

Dalam hal Rapat Anggota menerima keberatan'
atau pembelaaan anggota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), keputusan pemberhentian semen-
tara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dicabut dan keanggotaan bagi anggota yang ber-
sangkutan dipulihkan kembali.




(4)

Dalam hal Rapat Anggota menolak keberatan
atau pembelaaan anggota sebagaimana dimak-
sud pada ayat {2), Rapat Anggota mengukuhkan
keputusan pengurus tersebut.

BAB VIl
KEGIATAN USAHA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 54
Koperasi harus memiliki izin usaha dari in-

stansi yang berwenang sesuai dengan bidang usaha
yang dijatankan.

(1)

(2)

{3)

(4)

(1}
(2)
(3)

{4}

Pasal 65
Koperasi melaksanakan kegiatan- usaha untuk
memenuhi kebutuhan Anggota dan masyarakat
dibidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa,
simpan pinjam serta bidang usaha lainnya.
Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan secara tunggal usaha atau
serba usaha.
Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilaksanakan dengan pola pelayanan:

8. konvensional; atau

b. berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
Pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Usaha Simpan Pinjam
Pasal 56

Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha sim-
pan pinjam wajib memiliki izin usaha simpan pin-
jam dari Menteri.

Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilakukan
sebagaj salah satu atau satu-satunya kegiatan
usaha Koperasi.

Koperasi yang melakukan kegiatan usaha sim-
pan pinjam wajib melindungi keamanan simpanan
Anggota. )
Menteri memiliki kewenangan memberikan izin
usaha simpan pinjam, pembinaan dan penga-
wasan, serta menjatuhkan sanksi administratif
berupa teguran tertulis, pembekuan sementara
izin usaha simpan pinjam, pencabutan izin usaha
simpan pinjam, atau pembubaran terhadap Kop-
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(5)

(1)

(2)

(3)

m

{2)

(3)

(4)

erasi yang melakukan usaha simpan pinjam yang
meianggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat {3).

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha
simpan pinjam berdasarkan pola pelayanan kon-
vensionaldan pola pelayanan berdasarkan prinsip
ekonomi syari’'ah, diatur dalam Peraturan Menteri
tersendiri.

BAB IX
PENDAFTARAN ULANG

Pasal 57
Untuk tertib administrasi badan hukum, Koperasi
yang didirikan sebelum tahun 2015 wajib melaku-
kan pendaftaran ulang paling lambat 2 (dua) ta-
hun sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri ini.
Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan secara langsung kepada Men-
teri dengan melampirkan dokumen sebagai beri-
kut:
a. foto kopi anggaran dasar koperasi;
b. keputusan pengesahan;
c. laporan kinerja koperasi yang ditandatangani
oleh pengurus;
Nomor Pokok Wajib Pajak;
laporan keuangan;
SPT Pajak Penghasilan Badan terakhir;
daftar susunan pengurus dan pengawas peri-
ode yang masih berjalan.
Koperasi dapat melakukan pendaftaran secara
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dan ayat (2) atau melalui sistem elektronik.

@ o a

BAB X

J PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

" Pasal 58
Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan
kelembagaan dan usaha koperasi yang wilayah
keanggotannya lintas propinsi.
Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan
kelembagaan dan usaha koperasi yang wilayah
keanggotannya lintas kabupaten/kota dalam satu
propinsi.
Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pen-
gawasan kelembagaan dan usaha koperasi yang
wilayah keanggotannya berada dalam 1 (satu)
kabupaten/kota.

Pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan
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usaha dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang membidangi koperasi.

(5) Pembinaan dan pengawasan kelembagan dan
usaha dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang membidangi sektor usaha.

(6) Pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pin-
jam/unit simpan pinjam dengan pola pelayanan
konvensional maupun pola pelayanan syari'ah
diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB Xl
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Pengesahan badan hukum koperasi yang di-
lakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota wajib
disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam
waktu paling lambat & {enam) bulan;

b. koperasi sekolah cukup di daftarkan pada Satuan
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang
membidangi koperasi;

c. Akta pendirian dan anggaran dasar koperasi
sekolah tidak memerlukan pengesahan dari peia-
bat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Ini;

d. Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota yang membidangi koperasi wajib mendaf-
tar koperasi sekolah diwilayah kerja yang ber-
sangkutan.

BAB XlI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Koperasi.dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor O1/PER/M.KUKM/I/2006 ten-
tang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Penge-
sahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran
Dasar Koperasi;

b. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

123/Kep/M.KUKM/X/2004

tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Menengah Nomor

Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Pe-
rubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Kop-
erasi Pada Propinsi dan Kabupaten/Kota;

¢. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah nomor 124/Kep/M.KUKM/X/2004 ten-
tang Penyelenggaraan Tugas Pembantuah Dalam
Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan
Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di
Tingkat Nasional;

d. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan
Pengusaha Kecil Republik indonesia Nomor 26/
KEP/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penggabungan dan Peleburan Koperasi; dan

a. KepUtusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pen-
gusaha Kecil dan Men!engah Republik Indonesia

19/KEP/M/H11/2000

Kelembagaan dan Usaha Koperasi;

Nomor tentang Pedoman

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peratuan Menteri ini dengan
menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.
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